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P U T U S A N
Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sutris  Wahyuningsih  binti  Gimin  Alm,  umur  49  tahun,  agama  Islam,

pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT 20,

Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun,,

sebagai Penggugat;

melawan

Herman Suyitno bin Edi Marnoto, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTP, pekerjaan Petani ( tani sawit ), tempat tinggal di RT 20,

Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun,

sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di

wilayah Republik Indonesia selanjutnya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  09 Januari 2020

yang telah terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan

register  perkara  Nomor  22/Pdt.G/2020/PA.Srl,  mengemukakan  dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada

hari Kamis tanggal 09 Juli 1987, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarko Propinsi Jambi,
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sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/9/PW.01/VII/1987 Seri MC, tanggal

09 Juli  1987 dan setelah  akad nikah Tergugat  mengucapkan sighat  ta'lik

talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;  

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di

rumah  orangtua  Tergugat  selama  1  tahun,  kemudian  Penggugat  dengan

Tergugat pindah kerumah kediaman bersama selama 27 tahun, kemudian

Penggugat  dengan  Tergugat  kembali  lagi  kerumah  orangtua  Penggugat

sampai berpisah;  

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup

bersama  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  dikaruniakan  dua  orang

anak yang bernama;  

1. Heri Wahyudi bin Herman Suyitno, umur 31 tahun; 

2. Ahmad Syarif bin Herman Suyitno, umur 25 tahun;  

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja

selama 9 tahun namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

a. Bahwa Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama;

b. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain;  

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menasihati Tergugat namun tidak

berhasil;  

6. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat  terjadi  pada 16 Mei 2016 disebabkan bahwa Tergugat  ketahuan

selingkuh lagi dengan wanita lain dan Tergugat tidak mau dinasehati untuk

berubah akibatnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat,

dan setelah satu hari dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi tanpa pamit

kepada  Penggugat,  sehingga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

berpisah 3 tahun 8 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat

dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;  

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa

tersiksa  baik  lahir  maupun  batin  sehingga  Penggugat  tidak  sanggup  lagi
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berumah tangga dengan Tergugat,  oleh karenanya Penggugat bermaksud

bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;  

8. Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya sekarang dengan jelas dan pasti,

sebagaimana dikeluarkan oleh Kepala Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut

 Kabupaten  Sarolangun  Nomor  :  474/19/PEM/I/2020  tanggal  09  Januari

2020;  

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  Ba'in  Sughra  Tergugat  (Herman  Suyitno  bin  Edi

Marnoto ) terhadap Penggugat (Sutris Wahyuningsih binti Gimin (Alm));  

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

 Subsider :

Atau  apabila  Ketua  Pengadilan  Agama  cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa

perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah

menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya

meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  yang  relaas  panggilannya

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa  usaha  damai  melalui  proses  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena  Tergugat  tidak  pernah  datang  menghadap  ke  persidangan  namun

Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap  mendamaikan dengan

cara  memberikan  nasehat  kepada  Penggugat  agar  mengurungkan

keinginannya  untuk  bercerai  dan  mencoba  kembali  membina  rumah tangga

yang  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah namun tidak  berhasil  dan  Penggugat

tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa  sselanjutnya  pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan  secara  litigasi

diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap
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dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa,  terhadap  gugatan  Penggugat,  Tergugat  tidak  dapat  didengar

jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat 

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  122/9/PW.01/VII/1987  Seri  MC

Tanggal 09 Juli 1987 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan

dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah   Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Singkut  Kabupaten  Sarko  Propinsi  Jambi,  telah  bermeterai

cukup  dan  di-nazegelen, yang  oleh  Ketua  Majelis  telah  dicocokkan

dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. Sutris Komariyati binti Gimin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan

SD,  pekerjaan  Mengurus  Rumah Tangga,  tempat  tinggal  di  Dusun  III

Suka  Mulya  RT  20  Desa  Payolebar  Kecamatan  Singkut  Kabupaten

Sarolangun,  telah  memberikan keterangan di  bawah sumpah sebagai

berikut:

-  Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah Adik Kandung Penggugat;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  bertempat

tinggal  di  rumah  orang  tua  Tergugat  selama  1  tahun,  Kemudian

Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

2 orang anak;

- Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  awalnya

rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi; 

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat  jarang pulang kerumah kediaman bersama 

dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Atik;
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- Bahwa  Saksi  mengetahui  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran

tersebut  karena  saksi  sering  melihat  Tergugat  dengan  wanita  yang

bernama Atik;

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun

8 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali dan juga tidak

diketahui lagi dimana keberadaannya diwilayah Republik Indonesia; 

- Bahwa usaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat telah pernah

dilakukan namun tidak berhasil;

2. Eka Setia Yuliana binti Slamet Suryanto, umur 26 tahun, agama Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun II RT 20

Desa Payolebar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun,  di  bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah keponakan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan

Tergugat  bertempat  tinggal  di  rumah orang  tua  Tergugat  selama 1

tahun,  Kemudian  Penggugat  dengan  Tergugat  pindah  kerumah

kediaman bersama;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

2 orang anak;

- Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  awalnya

rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi; 

-  Bahwa saksi  tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut

karena saksi pernah tinggal 3 tahun di rumah Penggugat dan Tergugat

pada tahun 2005, Penggugat dan tergugat sering cek cok mulut;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat  karena  Tergugat jarang  pulang  kerumah

kediaman bersama dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang

bernama Atik;

-  Bahwa  saksi  pernah  melihat   Tergugat  foto  berduaan  dengan

perempuan yang bernama Atik melalui sosial media Facebook;
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- Bahwa Tergugat pernah datang kerumah kediaman bersama pada saat

anaknya  menikah,  dan  sempat  mau  didamaikan  waktu  itu  namun

Tergugat tidak mau dan pergi;

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun

8 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali dan juga tidak

diketahui lagi dimana keberadaannya diwilayah Republik Indonesia; 

- Bahwa usaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat telah pernah

dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan

telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan  Tergugat tidak pernah hadir  di

persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang

pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat

gugatan  Penggugat  dan  mohon  putusan  dengan  mengabulkan  gugatan

Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat  uraian putusan ini  cukup ditunjuk  kepada

hal-hal  sebagaimana  yang  tercantum dalam berita  acara  sidang  perkara  ini

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan di atas; 

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan

dengan cara menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat,

akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  pasal  4  Peraturan

Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016,  dimana  setiap  perkara  sengketa

perdata  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama diwajibkan  terlebih  dahulu  di

upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini

Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap ke muka sidang, tidak

pernah hadir  dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap

sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;
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Menimbang,  bahwa  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

namun Tergugat  tidak pernah hadir,  oleh karena itu harus dinyatakan tidak

hadir, dengan demikian berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg perkara ini diperiksa

tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang,  bahwa  perkara  yang  diajukan  Penggugat  menyangkut

bidang perkawinan dan Penggugat  bertempat tinggal  di  Wilayah Kabupaten

Sarolangun  yang  merupakan  wilayah  Yurisdiksi  Pengadilan  Agama

Sarolangun, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a  dan pasal

73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009  secara  absolut  maupun  relatif  perkara  ini

menjadi wewenang Pengadilan Agama Sarolangun; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah melangsungkan

perkawinan  dengan  Tergugat  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor

Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarko Propinsi Jambi, hal mana

sesuai dengan  Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang

Perkawinan  jo.  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  No.  9  Tahun 1975

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh   karena  itu  Penggugat

mempunyai  legal standing untuk  mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin

bercerai  dengan Tergugat  dengan alasan bahwa  antara  Penggugat  dengan

Tergugat sering terjadi perselisihan bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi

keberadaannya di  Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang,  bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat  ke muka sidang,

berarti dalil-dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat sehingga

dalil  gugatan Penggugat  menjadi  tetap,  namun demikian karena perkara ini

termasuk dalam perdata khusus, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini

maka  Pengadilan  tetap  membebani  beban  pembuktian  kepada  Penggugat,

untuk  itu  Penggugat  telah  mengajukan  alat  bukti  surat  maupun  saksi

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang,  bahwa  terhadap  bukti-bukti  tertulis  Penggugat  akan

dipertimbangkan sebagai barikut :

Menimbang,  bahwa asli  surat  bukti P merupakan akta otentik,  dibuat

oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal

dan  tahun  pembuatan,  ditandatangani  oleh  pejabat  tersebut,  serta  fotokopi

surat  tersebut  telah  bermeterai  cukup  dan  dinazegelen  serta  telah  pula

dicocokkan dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi

syarat formil sebagai alat bukti surat; 

Menimbang,  bahwa  demikian  pula  surat  bukti  P  berkaitan  langsung

dengan perkara ini dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum,

kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi

syarat materiil sebagai alat bukti surat; 

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik

yang memenuhi syarat formil dan materil, maka menurut pasal 285 RBg alat

bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledeg) dan

mengikat (bindend); 

Menimbang,  bahwa  kedua  orang  saksi  Penggugat  sama-sama  telah

memberikan  keterangan  yang  mana  kedua  saksi  Penggugat  menyatakan

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  dan  sudah  tidak  harmonis  lagi  karena

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  sudah  tidak  tinggalnya

Penggugat  dan Tergugat  dalam satu  rumah layaknya suami  istri  3 tahun  8

bulan lamanya dan bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  Penggugat  telah  memberikan

keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut disampaikan di muka

sidang, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan apa yang didengar

atau  yang  dilihatnya  sendiri  dan  keteranganya  saling  bersesuaian,  maka

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai

alat  bukti  saksi  dan kesaksian tersebut dapat  diterima sesuai  dengan pasal

171,172,175, 306, 307, 308  dan 309 RBg; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil  Penggugat dan pembuktian

di atas, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  sebagai  suami  istri  sah  yang

menikah pada tanggal 9 Juli 1987 dan belum pernah bercerai;

- Bahwa setelah menikah Penggugat  dengan Tergugat  bertempat tinggal  di

rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersam

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang

anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  harmonis  namun

selanjutnya  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh

dengan wanita lain yang bernama Atik;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah berpisah tempat  tinggal  selama  3

tahun  8  bulan,  bahkan  Tergugat  sudah  tidak  diketahui  dengan  jelas

keberadaanya di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa  keluarga  telah  berusaha  menasehati  Penggugat  namun  tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yang menyatakan

antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun

8 bulan dan tidak  pernah hidup rukun kembali  layaknya suami  istri  karena

Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia,

maka  telah  cukup  bagi  Majelis  Hakim  menentukan  bahwa  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang tidak ada harapan untuk hidup

rukun  kembali,  untuk  kemudian  dipertimbangkan  oleh  Majelis  Hakim dalam

memutus perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  dengan  tidak  lagi

tinggal  serumah  layaknya  suami  istri  antara  Penggugat  sebagaimana

tergambar  dalam fakta  tersebut  di  atas  adalah  suatu  hal  yang  tidak  wajar

dalam  kehidupan  berumah  tangga,  sehingga  Majelis  Hakim  berpendapat

bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan

pertengkaran;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor  299  K/AG/  2003  tanggal  25  Juni  2005,  bahwa  keterangan  saksi

mengenai  suatu  akibat  hukum dapat  dipertimbangkan  sebagai  pembuktian,

dalam hal  ini  perginya Tergugat  merupakan akibat  dari  pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan Tergugat, dalam hal dimana

Tergugat  pergi  tanpa  memberi  kabar  kepada  Penggugat  baik  mengenai

keadaanya maupun keberadaannya Majelis Hakim menilai hal itu merupakan

indikasi  bahwa  Tergugat  sudah  tidak  ada  keinginan  untuk  membina  rumah

tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor

237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa

sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan

tidak dalam satu  tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak

berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang

sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian

sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 39  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  1

Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang,  bahwa  disyariatkannya  pernikahan  sebagai  mitsaqon

gholidhon mempunyai  tujuan yang suci  dan mulia,  yakni  untuk menciptakan

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebegaimana dimaksud

dalam al Qur’an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun  1974  jo.  pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam,  namun  dengan  keadaan

rumah tangga  Penggugat   dan Tergugat  tersebut,  maka tujuan pernikahan

menjadi  tidak bisa dicapai dan mempertahankan perkawinan dalam kondisi

yang demikian itu justru akan menimbulkan  mudharat yang lebih besar bagi

kedua belah pihak ;  

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim perlu mengemukakan keterangan

dalam Kitab  Fiqhus Sunnah  Juz II  halaman 290 yang diambil  alih  sebagai

pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut :  “Apabila  hakim  telah

menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat (istri) atau tergugat telah

memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan penggugat
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yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami

istri  dan  hakim  tidak  berhasil  mendamaikan  keduanya,  maka  hakim  boleh

memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas,  maka  Majelis  Hakim  menilai  telah  terpenuhinya  alasan  perceraian

sebagaimana  ketentuan  Pasal  39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun

1974 yang telah  diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.

pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang,  bahwa selama perkawinan Pegugat  dan Tergugat telah

bergaul  layaknya  suami  isteri  (ba’da  dhukhul)  dan  berdasarkan  catatan

perubahan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat

belum pernah bercerai,  oleh  karena  itu  talak  Tergugat  terhadap Penggugat

yang  dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Agama  adalah  talak  yang  kesatu  dan

berdasarkan ketentuan pasal  119 ayat  (2)  huruf  c  Kompilasi  Hukum Islam,

talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pasal  89 ayat  (1)  Undang Undang

Nomor  7  Tahun 1989 yang telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009  Tentang  Peradilan  Agama,  maka  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Penggugat, juga akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  

hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat  yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke muka sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Herman Suyitno bin Edi

Marnoto) terhadap Penggugat (Sutris Wahyuningsih binti Gimin);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);  
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Demikianlah diputuskan  dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal   04 Mei 2020 Masehi bertepatan

dengan tanggal 11 Ramadhan 1441  Hijriah oleh M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H.

sebagai  Ketua Majelis,  Windi  Mariastuti,  S.Sy dan Nanda Devi  Krisna Putri,

S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.

sebagai Panitera Pengganti,  dengan dihadiri  oleh  Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis, 

M. Mustalqiran T, SHI., MH.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Windi Mariastuti, S.Sy. Nanda Devi Krisna Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

2. Biaya Proses : Rp50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp260.000,00

4. Biaya PNBP           : Rp20.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp6.000,00

JUMLAH : Rp. 376.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

HI.
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